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Tanggung Jawab Sosial Korporasi
dan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat
Afrizal• ·
Abstract
This article scrutinizes the implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) concept on the
recognition of indigenous society’s rights over agrarian resources. It is argued that the concept is relevant
to study forms of social relation between corporations and indigenous societies.  Publication about that is
little. Indigenous societies across Indonesia insist that they have rights over agrarian sources within their
customary territory and the rights are recognized by the Indonesian state as well as international bodies.
Academicians only pay attention to the government’s responsibility to recognize and respect the indi-
genous society’s rights. It is contended that from the concept of CSR a corporation is responsible for
recognizing and respecting indigenous societies’ rights over agrarian sources, but this article demonstrates
that realization of indigenous community’s rights by corporations is dependent upon pressure from indig-
enous communities rather than coporations’ initiative.
Keywords:
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Abstrak
Konsep Tanggung Jawab Sosial Korporasi atau CSR relevan untuk membicarakan relasi
sosial antara perusahaan dengan masyarakat hukum adat. Tulisan tentang hal tersebut
langka. Di Indonesia masyarakat hukum adat menyatakan diri sebagai pihak yang berhak
atas sumber-sumber agraria dalam teritori mereka dan hak itu diakui oleh negara dan
badan-badan internasional. Selama ini tekanan diskursus akademis adalah terhadap
pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas hak-hak masyarakat hukum
adat. Argumen artikel ini adalah konsep Tanggung Jawab Korporasi perlu diperluas
maknanya sehingga mencakup perusahaan sebagai pihak sosial yang bertanggung jawab
dalam mengakui dan mengindahkan hak-hak masyarakat hukum adat atas sumber-
sumber agraria, tetapi implementasi Tanggung Jawab Sosial Korporasi terhadap rekognisi
hak-hak masyarakat hukum adat tergantung pada kekuatan tekanan dari masyarakat
hukum adat ketimbang inisiatif dari korporasi.
Kata Kunci:
akumulasi kapital; tangung jawab sosial korporasi; masyarakat hukum adat; hak-hak
masyarakat hukum adat.
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Dalam sistem perekonomian kapitalis
yang dijalankan di negara Indonesia saat ini,
korporasi adalah organisasi berorientasi
laba. Akumulasi kapital dan maksimalisasi
laba adalah esensi keberadaannya. Hal yang
terjadi adalah seperti yang diungkapkan
oleh ahli-ahli Marxis, akumulasi kapital dan
maksimalisasi laba dua hal yang saling
berkaitan karena akumulasi kapital yang
dilakukan berdasarkan prinsip
maksimalisasi laba (Brewer, 1999:55-119;
Amin, 1988; Sweezy: 57-81). Organisasi ini
sah bahkan dipandang seharusnya
berorientasi akumulasi kapital. Realitas
yang terjadi menampakkan apa yang
dikatakan oleh Sharma (2013), “The corpo-
rate is a business enterprise which undertakes
business to earn profit. The corporate is expected
to earn profit to meet its obligations to diffe-
rent categories of stakeholders”. Seperti di
negara yang lain, di Indonesia prestasi
korporasi dinilai oleh segala pihak
berdasarkan besaran laba yang berhasil
dihasilkannya. Inilah yang disebut oleh
Weber sebagai etika kapitalisme (Weber
1930: 47-78) yang menimbulkan perilaku
pemaksimalan laba (Henderson dalam
King, 2001). Seorang ekonom Friedman
menyatakan “The primary function of a cor-
porate executive is to generate wealth for cus-
tomers, employees, and stockholders” (Lau,
2007). Inilah motivasi utama tindakan
ekonomi para manajer, sebagai pihak yang
menjalankan korporasi, di Indonesia seperti
motivasi para manajer universal.
Sehubungan dengan itu, memper-
bincangkan korporasi adalah
memperbincangkan orang-orang. Korporasi
tidak beroperasi dengan sendirinya karena
ia barang mati, ia memerlukan orang-orang
untuk menjalankannya dan memang
dijalankan oleh orang-orang. Seperti yang
diungkapkan oleh Weber (1947: 145-6)
korporasi dioperasikan oleh apa yang ia
sebut pimpinan dan staf administratif.
Orang-orang yang menjalankannya
adalah para manajer, kecuali korporasi
berukuran kecil, disebut usaha menengah
dan mikro. Konsep Marx bahwa pemilik
yang merupakan aktor kunci dalam
korporasi dengan demikian tidak selalu
dapat menggambarkan korporasi di Indo-
nesia pada saat ini. Gagasan Dahrendorf
(Poloma, 1994: 132-134) bahwa aktor kunci
korporasi dalam masyarakat industri adalah
para manejer relevan dipakai untuk
menelaah pengelolaan korporasi di Indone-
sia saat ini.
Seperti kecenderungan global yang
diungkapkan oleh Critodoulou (1990), di
pedesaan Indonesia telah berkembang pula
korporasi skala besar yang dioperasikan oleh
manajer. Perkebunan dan pertambangan
telah berkembang menjadi kegiatan
ekonomi skala besar yang dioperasikan oleh
korporasi birokratis. Lazimnya, kinerja
korporasi tersebut dan para manajernya
diukur pula dari sudut etika kapitalisme.
Corporate Social Responsibility (CSR),
diterjemahkan dalam tulisan ini sebagai
Tanggung Jawab Sosial Korporasi,
merupakan suatu inovasi kebijakan untuk
tata kelola korporasi yang baik tidak hanya
internal korporasi malainkan juga hubungan
antara korporasi dengan masyarakat.
Kelihatannya, konsep dan kebijakan
Tanggung Jawab Sosial Korporasi adalah
usaha untuk mengendalikan atau
menjinakkan semangat kapitalisme,
menggunakan konsep Henderson (dalam
King, 2003) itu adalah usaha untuk
mengondisikan korporasi melakukan lebih
dari pencarian laba. Dengan konsep ini,
kinerja korporasi dan para manajernya
tidak lagi hanya dinilai dari parameter etika
kapitalisme, melainkan juga dari sudut
tanggung jawab etika sosial.
Konsep Tanggung Jawab Sosial
Korporasi sesuai dengan ajaran agama.
Misalnya, Islam menekankan keharusan
umat untuk peduli dengan orang lain.
Tanggung Jawab Sosial Korporasi dan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat
182
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 17, Nomor 2, November 2013
Individu didorong untuk mencari harta serajin
dan serasional mungkin. Salah satu ayat dalam
Al Quran menyatakan, setelah sholat
bertebaranlah dimuka bumi untuk mencari
rezeki. Orang dilarang untuk berperilaku
mubazir, artinya inefesiensi dan pemborosan
harus dihindar, dan individu diharuskan untuk
berhati-hati ketika melakukan transaksi.
Tetapi, individu diharuskan untuk peduli
dengan orang lain dan mereka dilarang
melakukan perbuatan yang menimbulkan
kesulitan kepada orang lain, seperti riba.
Membayarkan  zakat dan memberikan
sedekah adalah perbuatan-perbuatan yang
sangat dianjurkan. Dalam artian ini, dari sudut
para manajer sebagai manusia, Tanggung
Jawab Sosial Korporasi adalah suatu
keharusan religius selain mencari laba untuk
korporasi yang mereka kelola.
Sejalan dengan kecenderungan global
(Smith, 2002),  gagasan Tanggung Jawab
Sosial Korporasi hangat di Indonesia, baik
dikalangan akademis, pemerintahan,
politisi, maupun pebisnis. Bahkan semenjak
tahun 2007 Tanggung Jawab Sosial
Korporasi telah menjadi mandat di negeri ini,
walaupun terbatas pada korporasi yang
menjalankan bisnis terkait eksploitasi
sumber daya alam.  Kewajiban itu tertuang
dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas.1 Dengan
demikian, pemerintah Indonesia telah
menjadikan Tanggung Jawab Sosial
Korporasi tidak lagi tindakan sukarela
melainkan suatu kewajiban hukum
khususnya bagi korporasi yang bisnisnya
terkait dengan eksploitasi sumber daya
alam.
Telah banyak publikasi yang membahas
Tanggung Jawab Sosial Korporasi ini.
Sebagian tulisan membicarakan keperluan
Tanggung Jawab Sosial Korporasi bagi
korporasi, sebagian yang lain membahas sta-
tus hukumnya, dan yang lain membahas
manfaat Tanggung Jawab Sosial Korporasi.
Dari penelusuran publikasi di internet dan
buku, diketahui jarang sekali tulisan yang
membahas  Tanggung Jawab Sosial Korporasi
dikaitkan dengan hak-hak masyarakat
hukum adat atas tanah. Scale Up (2012)
dalam laporannya menyinggung
implementasi konsep Tanggung Jawab Sosial
Korporasi perusahaan perkebunan, tetapi
hanya membahas CSR sebagai taktik
korporasi mengendalikan resistensi warga
masyarakat. Pembicaraan tentang Tanggung
Jawab Sosial Korporasi dikaitkan dengan
hak-hak masyarakat hukum adat atas tanah
sangat penting di Indonesia karena persoalan
yang berkembang terkait dengan relasi kuasa
dan sosial antara korporasi dengan
masyarakat sekitar, tidak hanya berkenaan
dengan pencemaran, lapangan pekerjaan,
dan donasi malainkan juga mengenai
rekognisi korporasi terhadap hak-hak
masyarakat hukum adat atas sumber-
sumber agraria. Ini khususnya melibatkan
korporasi yang melakukan akumulasi kapital
di sektor kehutanan, perkebunan, dan
pertambangan dalam wilayah masyarakat
hukum adat (lih. Bachriadi, 2001; Afrizal
2006; 2007; 2009; 2010; 2013). Membicarakan
Tanggung Jawab Sosial Korporasi yang
dikaitkan dengan hak-hak masyarakat
hukum adat atas tanah menjadi uji dari
kapabilitas konsep tersebut untuk
mengendalikan perilaku korporasi di Indone-
sia mengingat hak-hak masyarakat hukum
adat atas sumber-sumber agraria di Indone-
sia lebih lemah penjagaannya oleh negara
ketimbang pelestarian lingkungan,
pembangunan infrastruktur, dan pereko-
nomian masyarakat sekitar.
1 Pasal 74 ayat 1 menyatakan “Perseroan yang
menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan
atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib
melaksanakan tanggung jawab sosial dan
lingkungan.” Dalam pasal 2 ditegaskan bahwa
“Tanggung jawab sosial dan lingkungan
merupakan kewajiban Perseroan yang
dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya
Perseroan …”
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Argumen  pokok tulisan ini adalah
konsep Tanggung Jawab Sosial Korporasi di
Indonesia perlu diperluas maknanya
sehingga mencakup dimensi rekognisi
korporasi terhadap hak-hak masyarakat.
Artikel ini menunjukkan bahwa
implementasi konsep dan kebijakan
Tanggung Jawab Sosial Korporasi tidak
dimaknai oleh korporasi mencakup
pengakuan dan penghargaan terhadap hak-
hak masyarakat hukum adat atas tanah, ini
terlihat dari temuan bahwa pengakuan dan
penghargaan korporasi terhadap hak-hak
masyarakat hukum adat atas tanah
tergantung kepada inisiatif elemen-elemen
masyarakat menekan korporasi ketimbang
inisiatif korporasi dan tekanan pemerintah.
Berdasarkan hasil-hasil penelitian tentang
konflik agraria di sektor kehutanan,
perkebunan, dan pertambangan, artikel ini
akan menyajikan pola-pola praktik
Tanggung Jawab Sosial Korporasi terhadap
masyarakat hukum adat.2
Tanggung Jawab Sosial Korporasi
Berbagai definisi tersedia tentang
Tanggung Jawab Sosial Korporasi, tekanan
terkini adalah Tanggung Jawab Sosial
Korporasi dilihat sebagai kontribusi
korporasi terhadap kemaslahatan
masyarakat di luar dari upaya bisnisnya.3
Menurut Smith (2002), ide pokok Tanggung
Jawab Sosial Korporasi adalah “business cor-
porations have an obligation to work for so-
cial betterment” yaitu, kegiatan yang
menguntungkan pihak lain selain dari
dirinya, utamanya pihak yang terkena
dampak kebijakan dan praktik korporasi.
Pandangan ini terlihat pula dari gagasan
Lau (2007). Baginya,  Tanggung Jawab
Sosial Korporasi, yang ia sebut pula corpo-
rate citizenship, adalah penyatuan kegiatan
korporasi dengan kepentingan ekonomi,
lingkungan, dan sosial pihak yang terkait
dengannya. Ia menyatakan CSR adalah”the
alignment of company activities and opera-
tions with economical, environmental, and
social interests of its stakeholders, including
the organizations bionetwork, communities,
customers, employees, and shareholders”.
Kontribusi korporasi terhadap pihak-
pihak yang terkait dengannya tersebut
meliputi berbagai hal termasuk
penghargaan terhadap hak-hak asasi
manusia. Nath (2013) menyatakan,
kontribusi korporasi tersebut meliputi
penjaminan keamanan, kesehatan, dan
keadilan tempat kerja; melindungi
lingkungan dan kepedulian dengan
komunitas. Keith(tanpa tahun) menam-
bahkan bahwa sebagai perwujudan dari
Tanggung Jawab Sosial Korporasi, selain dari
kepatuhan terhadap standar-standar tenaga
kerja dan kepedulian terhadap penjangaan
lingkungan, Tanggung Jawab Sosial
Korporasi menurutnya juga mencakup
penghormatan terhadap hak-hak asasi
manusia, yang ia nyatakan sebagai dimensi
eksternal CSR. Sejauh yang terkait dengan
hak-hak asasi manusia, menurutnya,
korporasi didorong untuk tidak melakukan
pelanggaran hak-hak asasi manusia dalam
setiap rangkaian operasinya. Leonard dan
Mc Adam (2003) juga menekankan bahwa
selain dari kontribusi sosial korporasi yang
meliputi kegiatan yang menguntungkan
warga masyarakat dan tenaga kerja,
korporasi juga perlu melakukan kegiatan
kepedulian terhadap hak-hak asasi manusia.
Gagasan Shirma (2013) berikut ini
sangat berguna untuk membedakan lokus
Tanggung Jawab Sosial Korporasi.  Dia
2 Data yang dipergunakan dalam artikel ini berasal
dari berbagai penelitian yang pernah penulis
lakukan di Provinsi Sumatera Barat dan Riau.
Penelaahan kasus-kasus dengan metode
penelitian kualitatif adalah cara yang dilakukan
untuk memperoleh data yang digunakan dalam
artikel ini. Disamping itu, artikel ini juga
menggunakan hasil-hasil penelitian yang telah
dilakukan oleh peneliti lain yang ditemukan dalam
literatur.
3 Kegiatan bisnis korporasi dapat pula dimaknai
sebagai kegiatan untuk kemaslahatan masyarakat.
Tanggung Jawab Sosial Korporasi dan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat
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membagi dua lokus Tanggung Jawab Sosial
Korporasi yaitu, lokus internal dan lokus
eksternal. Katanya, lokus internal adalah
Tanggung Jawab Korporasi terhadap pihak-
pihak yang berkontribusi terhadap proses
produksinya meliputi kepedulian terhadap
manajemen, tenaga kerja, pemegang
saham, dan suasana tempat kerja. Lokus
eksternal adalah ranah tanggung jawab
korporasi terhadap masyarakat yang tidak
bagian dari proses produksinya.
Dua lokus tersebut di Indonesia
dibedakan dengan konsep program
kemitraan (PK) dan program binaan
lingkungan (BL), serta program
nonkemitraan dan bina lingkungan. Kedua
program lokus eksternal tersebut
digabungkan menjadi program kemitraan
dan bina lingkungan, disingkat PKBL
(Rahmi, 2012).
Smith (2002) membedakan dasar atau
motif implementasi Tanggung Jawab Sosial
Korporasi ke dalam dua hal yaitu, motif
normatif dan motif bisnis. Dasar normatif
adalah pandangan bahwa Tanggung Jawab
Sosial Korporasi merupakan sesuatu yang
pantas untuk dilakukan atau Tanggung
Jawab Sosial Korporasi dipandang sebagai
etika. Motif bisnis mengacu kepada
komitmen terhadap Tanggung Jawab Sosial
Korporasi berdasarkan manfaat
implementasi Tanggung Jawab Sosial
Koporasi terhadap akumulasi kapital
korporasi.  Terkait dengan ini,salah satu
motif bisnis adalah implementasi Tanggung
Jawab Sosial Korporasi sebagai strategi
pemasaran (Lau, 2007).
Penekanan Tanggung Jawab Sosial
Korporasi terhadap lingkungan eksternal
korporasi dan yang mencakup kepedulian
korporasi terhadap hak-hak asasi manusia
menyediakan dasar diskursus implementasi
Tanggung Jawab Sosial Korporasi terhadap
kepedulian korporasi di Indonesia terhadap
hak-hak masyarakat hukum adat atas
sumber-sumber agraria. Ini makin penting
untuk dilihat karena akhir-akhir ini
Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia telah
menganulir pasal dalam  Undang-Undang
Kehutanan yang menyatakan hutan adat
adalah hutan negara. Selain dari itu, hak-
hak masyarakat hukum adat atas tanah
telah diakui sebagai hak azazi manuisia.
Tuntutan Masyarakat Hukum Adat
Berdasarkan hasil penelitian di Provinsi
Sumatera Barat, Afrizal (2007 dan 2013)
menyajikan berbagai kelompok dalam
masyarakat nagari4, yang merupakan
masyarakat hukum adat5, memprotes
perusahaan perkebunan dan pertambangan
serta pemerintah karena baik pemerintah
maupun perusahaan dianggap tidak
menghargai hak-hak adat mereka atas
sumber-sumber agraria seperti tanah dan
bahan tambang. Mereka menuntut dan
melakukan perjuangan untuk menagih
pengakuan dan penghargaan hak-hak
mereka atas tanah6. Pada sebuah kasus,
pimpinan adat secara eksplisit menyatakan
bahwa tanah mereka yang diserahkan
kepada perusahaan harus dimaknai sebagai
saham mereka pada perusahaan tersebut
(Afrizal dan Indrizal, 2002: 54-71).
Protes dan perjuangan masyarakat
hukum adat terkait dengan hak-hak  adat
mereka atas tanah dan bahan tambang
terjadi secara meluas di Indonesia. Afrizal
(2010), Afrizal dan Indrizal (2010), dan
Maring dkk. (2011) menyajikan hasil-hasil
penelitian yang menemukan perjuangan
4 Nagari adalah  unit terkecil administrasi
pemerintah di Sumatera Barat. Masyarakat nagari
adalah suatu satuan sosial-budaya yang terdiri dari
kelompok-kelompok kekerabatan yang hidup
dalam suatu wilayah adat yang disebut nagari.
5 Disamping hasil kajian para ahli, pernyataan
masyarakat nagari sebagai masyarakat hukum
adat tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi
Sumatera Barat No. 7/2004 tentang Pokok-Pokok
Pemerintahan Nagari.
6 Saya telah menulis aktor-aktor lokal yang terlibat
dan strategi perjuangan mereka dalam berbagai
publikasi.
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masyarakat hukum adat menuntut hak atas
tanah di Provinsi Riau7 dan Provinsi Jambi.
Kejadian yang sama terjadi di Pulau
Kalimantan dilaporkan oleh Colchester dkk.
(2006) dan Dewi (2010). Ngadisah (2003:
131-162) menyajikan temuan penelitiannya
tentang perjuangan masyarakat hukum
adat di Papua menagih hak-hak adat
mereka atas tanah dari perusahaan
pertambangan.
Perjuangan masyarakat hukum adat
menuntut hak atas sumber-sumber agraria
di seluruh Indonesia diarahkan terhadap
korporasi yang melakukan akumulasi
kapital dalam sektor eksploitasi sumber
daya alam disamping terhadap pemerintah.
Sejauh yang menyangkut korporasi, mereka
menuntut korporasi untuk merealisasikan
janjinya terhadap mereka seperti janji kebun
plasma, rekrutmen warga tempatan sebagai
tenaga kerja, dan royalti.8 Selain itu, ada
tuntutan lain yaitu pembayaran uang adat9,
ganti tanam tumbuh, dan kompensasi
tenaga yang dicurahkan untuk
penggarapan lahan.10 Tuntutan realisasi janji
kebun plasma biasanya diarahkan kepada
perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa
sawit skala besar. Tuntutan rekrutmen
warga lokal sebagai tenaga kerja dan royalti
biasanya diarahkan kepada berbagai
korporasi. Dalam literatur hukum adat,
tuntutan masyarakat hukum adat tersebut
dinamakan rekognisi.
Dari berbagai macam tuntutan warga
masyarakat hukum adat terhadap korporasi
seperti yang disampaikan di atas, tuntutan-
tuntutan yang penting adalah tuntutan
pengakuan dan penghargaan terhadap hak-
hak mereka terhadap sumber-sumber
agraria (tanah, air, dan bahan tambang)
yang berada dalam wilayah adat mereka,
yang digunakan oleh korporasi untuk
akumulasi kapitalnya. Kebun plasma,
royalti, rekrutmen warga sebagai tenaga
kerja, uang adat, dan sebagainya adalah
bentuk-bentuk penghargaan yang diminta,
tetapi semuanya sama yaitu penghargaan
terhadap hak-hak masyarakat hukum adat
atas sumber-sumber agraria. Bentuk-bentuk
penghargaan tersebut dapat lebih banyak
dari itu dan mungkin berubah-ubah.
Rekognisi dan penghargaan terhadap hak-
hak masyarakat hukum adat atas sumber-
sumber agraria dalam wilayah adat
masyarakat hukum adat yang
digunakannya oleh korporasi untuk
akumulasi kapitalnya disuarakan dan
diperjuangkan pula oleh NGO-NGO sebagai
pendamping dan penguat masyarakat
hukum adat. Di Provinsi Sumatera NGO
Qbar dan LBH-Padang aktif menyuarakan
dan mendukung upaya-upaya rekognisi
hak-hak masyarakat adat itu. Hal yang
sama juga terjadi di Riau. NGO Scale Up
dan Anak Negeri menyuarakan kepatutan
korporasi untuk mengakui dan menghargai
hak-hak masyarakat hukum adat di Riau
atas tanah. Pada tingkat nasional, NGO-
NGO Aliansi Masyarakat Adat Nusantara
(AMAN), Sawit Watch, dan Huma
menyuarakan pula keperluan rekognisi dan
penghargaan hak-hak masyarakat hukum
adat di seantero Indonesia.
7 Scale Up (2012) melaporkan pristiwa konflik sumber
daya alam di Provinsi Riau.  Walaupun tidak secara
eksplisit menyatakan pristiwa konflik yang terjadi
adalah antara masyarakat hukum adat dengan
korporasi karena laporan itu menggunakan konsep
masyarakat lokal/tempatan, karena masyarakat
hukum adat terdapat di berbagai nagari/desa di
Provinsi Riau peristiwa konflik yang dilaporkan oleh
Scale Up kemungkinan besar meliputi pula konflik
antara masyarakat hukum adat di Provinsi Riau
dengan korporasi.
8 Tuntutan terhadap royalti adalah semacam
tuntutan pembayaran reguler oleh perusahaan
terhadap masyarakat sekitar seperti yang terjadi
terhadap  PT. Freeport  Indonesia dan PDAM Kota
Payakumbuh (lih. Afrizal 2007 untuk mengetahui
lebih jauh).
9 Dalam masyarakat Minangkabau hal ini disebut
uang adat diisi limbago dituang (tradisi dipenuhi, izin
diperoleh). Artinya, pembayaran atas izin
pimpinan adat  bagi seseorang untuk memperoleh
hak atas tanah.
1 0 Dalam masyarakat Minangkabau, kompensasi
tenaga yang dicurahkan untuk penggarapan lahan
disebut siliah jariah (pengganti jerih payah).
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Persoalan realisasi rekognisi hak-hak
masyarakat hukum adat tidak hanya
terletak pada korporasi, melainkan juga ada
pada pemerintah dan bahkan pada tingkat
masyarakat hukum adat itu sendiri. Sejauh
persoalan yang berkaitan dengan
masyarakat hukum adat, ada pimpinan
adat yang melakukan kecurangan dalam
proses pengadaan tanah, mekanisme
pembuatan keputusan atas tanah
berdasarkan hukum adat tidak dipatuhi
oleh pimpinan adat, dan dominasi yang
berkelebihan pimpinan adat dalam
perundingan dan pembuatan keputusan
atas tanah (lih. Colchester dkk. (2006);
Afrizal, 2007; Afrizal dan Indrizal, 2010).
Disisi pemerintah, kebijakan agraria
pemerintah mengesampingkan hak-hak
masyarakat hukum adat berdasarkan
hukum adat atas sumber-sumber agrari.11Ini
menyebabkan pejabat pemerintah tidak
mengutamakan persetujuan dari
masyarakat hukum adat ketika
mengadakan tanah untuk keperluan
korporasi (Afrizal, 2007 dan Afrizal dan
Indrizal, 2010). Buruknya tata kelola
pengadaan tanah akibat kelemahan
birokrasi pemerintah merupakan faktor
yang memperburuk keadaan (lih.
pembahasan Lucas (1997) dan Afrizal (2007).
Dalam kaitannya dengan konsep
Tanggung Jawab Sosial Korporasi,
persoalannya adalah korporasi memanfaat-
kan kelemahaan masyarakat hukum adat
dan pemerintah serta mendapatkan manfaat
dari kelemahaan mereka tersebut untuk
keuntungan mereka sendiri. Sebagai contoh,
di Nagari Kinali12, ada korporasi
perkebunan kelapa sawit yang hanya
memperoleh tanda tangan untuk
mendapatkan surat penyerahan hak atas
tanah dari sedikit saja pimpinan adat yang
menandatangani surat penyerahan tanah.13
Padahal, surat penyerahan hak atas tanah
menjadi alas hak perusahaan tersebut untuk
memperoleh HGU dari pemerintah atas
tanah yang diserahkan (untuk pembahasan
lebih mendalam baca Afrizal, 2007: 91-131).
Ada pula kejadian, korporasi menyadari
adanya pembicaraan antara mereka dengan
pimpinan masyarakat hukum adat bahwa
korporasi tersebut berjanji untuk
membangun kebun kelapa sawit sebagai
kompensasi atas kesediaan pimpinan adat
menyerahkan tanah, tetapi dalam surat
penyerahan tanah pernyataan kebun
plasma tidak tercantum. Kelemahan surat
ini dijadikan dasar oleh korporasi
bersangkutan untuk tidak membangun
kebun plasma yang telah dijanjikan secara
lisan.14 Inilah kontribusi korporasi terhadap
resistensi dan perjuangan masyarakat
hukum adat.
Sejauh yang terkait dengan korporasi
perkebunan kelapa sawit, korporasi dituntut
berperilaku lebih baik dari hal itu.
Roundtable on Sustanaible Palm Oil (RSPO)
menekankan keharusan korporasi
perkebunan kelapa sawit untuk menghargai
hak-hak masyarakat hukum adat atas
tanah.15 Berikut akan disajikan temuan
penelitian tentang pola-pola implementasi
Tanggung Jawab Sosial Korporasi.
1 1 Hal ini telah disampaikan oleh sangat banyak
penulis dalam berbagai bentuk publikasi,
diantaranya (lih. Afrizal, 2013; Safitri dan Moelino,
2010; Soeromihardjo, 2009,  Afrizal , 2007 dan  Benda-
Beckmann, 1979).
1 2 Saat ini, Nagari Kinali terletak di Kabupaten
Pasaman Barat, ketika proses penyerahan tanah
terjadi Nagari Kinali termasuk Kabupaten Pasaman
(keduanya di Provinsi Sumatera Barat).
1 3 Ada perbedaan antara surat penyerahan tanah
hak ulayat dengan surat penyerahan hak atas
tanah hak ulayat. Surat penyerahan tanah ulayat
berisikan pernyataan pimpinan adat setuju
menyerahkan tanah untuk dipergunakan oleh
perusahaan tanpa menyebutkan bahwa hak atas
tanah diserahkan, sedangkan surat penyerahan
hak atas tanah adalah surat yang menyatakan hak
atas tanah ulayat diserahkan.
1 4 Janji lisan pimpinan perusahaan tersebut
dilaporkan oleh sebuah media.
1 5 Dalam prinsip 2, kriteria 2.1 RSPO dinyatakan
“Adanya kepatuhan terhadap semua aturan hukum
lokal, nasional dan hukum serta aturan-aturan
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Pola-Pola Implementasi
Korporasi-korporasi yang bergerak di
bidang eksploitasi sumber daya alam seperti
perkebunan dan pertambangan mulai
terlihat melakukan praktik-praktik rekognisi
hak-hak masyarakat hukum adat atas
sumber-sumber agraria pada era reformasi.
Berikut akan disajikan praktik-praktik
rekognisi hak-hak masyarakat hukum adat
oleh korporasi pada era reformasi dan
berdasakan hal tersebut pola-pola
implementasi Tanggung Jawab Sosial
Korporasi terhadap hak-hak masyarakat
hukum adat akan terlihat.
Di berbagai daerah, tuntutan kebun
plasma direalisasikan oleh korporasi
perkebunan setelah warga setempat
melakukan berbagai upaya untuk menekan
korporasi. Beberapa ilustrasi dapat disajikan
di sini. Setelah perjuangan beberapa tahun
elemen masyarakat hukum adat di
Kabupaten Pasaman Barat (Sumatera
Barat), beberapa perusahaan perkebunan
kelapa sawit menyerahkan kebun plasma
yang dituntut kepada anggota masyarakat
hukum adat. Patut disampaikan di sini
bahwa seperti halnya di seluruh Provinsi
Sumatera Barat, termasuk di Kabupaten
Kepulauan Mentawai, tanah yang
diserahkan oleh pemerintah tempatan
dengan mekanisme pengadaan tanah untuk
kepentingan umum kepada perusahaan
adalah tanah yang oleh masyarakat nagari
atau desa dinyatakan dan disadari sebagai
tanah milik mereka berdasarkan hak adat,
dinyatakan sebagai tanah ulayat dan
pernyataan itu tertuang dalam surat-surat
penyerahan tanah oleh pimpinan adat
kepada pemerintah kabupaten atau kepada
pihak perusahaan.16Karena dalam surat
penyerahan tanah yang ditandatangani oleh
bupati dan atau oleh pimpinan perusahaan
dinyatakan bahwa tanah yang diserahkan
adalah tanah ulayat, manajemen korporasi
tentunya menyadari tanah yang diolah oleh
perusahaannya menjadi kebun kelapa sawit
adalah tanah ulayat masyarakat tempatan.
Penyerahan kebun plasma juga terjadi di
Provinsi Riau. Seperti kejadian di Provinsi
Sumatera Barat, ada penyerahan kebun
plasma kepada warga lokal mendekati tipe
ideal kebun plasma seperti yang
disampaikan sebelumnya, tetapi ini hanya
terjadi pada kasus Perkebunan Inti Rakyat
Transmigrasi (PIRTRANS). Kami
menemukan sebuah perkebunan kelapa
sawit, PT CRS (anggota kelompok Wilmar),
menyerahkan kebun plasma kelapa sawit
kepada warga nagari yang bukan peserta
PIRTRANS di Nagari Pangean Kabupaten
Kuantan Singingi. Sebagian tanah yang
dijadikan kebun sawit perusahaan tersebut
diklaim oleh warga masyarakat Nagari
Pangean sebagai tanah ulayat mereka.
Setelah adanya suatu penelitian oleh
konsultan yang membuktikan bahwa tanah
yang dipersoalkan oleh warga masyarakat
Nagari Pangean benar tanah ulayat mereka,
pihak perusahaan setuju membangun kebun
kelapa sawit bagi mereka dengan bentuk
plasma.
Pantas disampaikan di sini hasil
penelitian kami yang terbaru tentang
perjuangan masyarakat hukum adat
Nagari Pengean tersebut menuntut hak atas
tanah ulayat kepada PT CRS/Wilmar
Group. Dimotori oleh seorang pimpinan in-
formal setempat dan didukung oleh
pimpinan adatnya serta difasilitasi oleh dua
NGO, sekitar 212 orang warga masyarakat
hukum adat Nagari Pangean melakukan
aksi-aksi kolektif untuk memperjuangkan
internasional yang diratifikasi, dalam kriteria 2.2
ditegaskan bahwa “hak atas tanah tidak secara
sah ditentang oleh komunitas lokal yang memiliki
hak yang dapat dibuktikan atas tanah, kriteria 2.3
menekankah lebih lanjut bahwa “penggunaan
tanah untuk perkebunan kelapa sawit tidak
menghilangkan hak-hak legal atas tanah, atau hak-
hak berdasarkan hukum adat…” (lih. Colchester
dan Jiwan, 2006: 48-9, lampiran 2).
1 6 Untuk mengetahui lebih detail hal ini, baca Afrizal,
2007 dan 2009 serta Afrizal dan Indrizal, 2010.
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hak atas tanah yang digarap oleh
perusahaan untuk perkebunan kelapa
sawitnya. Mereka melakukan aksi-aksi
untuk menekan pimpinan formal seperti
camat, bupati dan ketua DPRD tempatan
untuk terlibat membantu mereka
memperoleh hak atas tanah.  Mereka juga
bergabung dengan jaringan masyarakat
hukum adat. Mereka berdialog dan
menekan PT CRS dan Wilmar Group. Pada
akhirnya, setelah tujuh tahun berjuang (dari
2003 sampai 2010) PT CRS/Wilmar Group
mengabulkan tuntutan warga masyarakat
hukum adat Nagari Pangean tersebut.
Korporasi tersebut mencari tanah baru,
membiayai dan membangun kebun di atas
tanah itu. Kebun itu dalam bentuk plasma
dengan PT CRS.
Ada korporasi yang telah mengabulkan
tuntutan royalti setelah warga menekan
korporasi dengan berbagai cara. Beberapa
kasus yang ditemukan akan disampaikan
sebagai ilustrasi. Dari lima kasus tuntutan
royalti terhadap korporasi yang dipelajari,
ditemukan empat kasus korporasi
mengabulkannya. PT PN VI yang
mengelola perkebunan karet yang
kemudian ditukar menjadi kebun kelapa
sawit di Kabupaten 50 Kota (Sumatera
Barat), PT Freeport Indonesia (Papua),
PDAM Kota Bukittinggi (Sumatera Barat),
PDAM Kota Payakumbuh (Sumatera Barat)
mengabulkan tuntutan masyarakat hukum
adat tempatan atas pembayaran reguler oleh
perusahaan kepada masing-masing
masyarakat hukum adat. Perusahaan yang
pertama dan kedua memberikan
pembayaran tahunan, sedangkan
perusahaan yang ketiga dan keempat
memberikan pembayaran bulanan kepada
masing-masing masyarakat. PT PN VI dan
PDAM Kota Payakumbuh menyatakan
dalam dokumen tertulis17 bahwa mereka
menggunakan tanah ulayat masing-masing
masyarakat. Perusahaan yang tidak
mengabulkan tuntutan royalti memberikan
alasan bahwa tuntutan royalti tidak
mempunyai dasar hukum dan oleh sebab
itu dinyatakan sebagai tuntutan illegal dan
menajemen perusahaan ini tidak mengakui
bahwa mereka menggunakan tanah ulayat
masyarakat hukum adat tempatan dengan
menyatakan bahwa tanah yang mereka
gunakan adalah tanah yang haknya
diberikan oleh pemerintah. Mereka tidak
mempertimbangkan bahwa sebelum
adanya hak atas tanah yang diberikan oleh
pemerintah kepada mereka pemerintah
telah mengurus izin dari pimpinan adat
setempat untuk menyerahkan tanah itu
kepada korporasi yang bersangkutan.
Empat perusahaan yang lain dalam sistem
hukum yang sama di Indonesia tidak
menyatakan tuntutan royalti ilegal.
Pola penyerahan royalti yang dilakukan
oleh perusahaan sama dengan pola
penyerahan kebun plasma yang telah
dibahas di atas yaitu setelah perjuangan
cukup lama yang dilakukan oleh
masyarakat hukum adat yang
memperolehnya.  Ngadisah (2003: 131-162)
secara memuaskan mendeskripsikan usaha
yang telah dilakukan oleh masyarakat
hukum adat sekitar PT Freeport Indonesia
untuk memperjuangkan  royalti dari
korporasi tersebut. Dia mengambarkan
usaha yang panjang dan berbelit-belit
ditempuh oleh warga masyarakat sekitar PT
Freeport untuk memperjuangkan royalti
dari korporasi atas tanah yang digunakan
sebagai areal pertambangannya.  Afrizal
(2007: 91-131) telah memaparkan pula
usaha yang panjang yang telah dilakukan
oleh masyarakat hukum adat tempatan
menuntut royalti dari korporasi di Provinsi
Sumatera Barat sebelum royalty mereka
peroleh.
Dari penjelasan di atas, terlihat bahwa
pola rekognisi hak-hak masyarakat hukum
1 7 Dalam surat perjanjian penggunaan tanah
disebutkan bahwa tanah yang dibicarakan adalah
tanah ulayat.
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adat tersebut bukan inisiatif  korporasi dan
bukan pula tekanan dari pemerintah,
melainkan   tekanan dari elemen
masyarakat hukum adat. Ditemukan pula
pentingnya pendampingan dari NGO
terhadap masyarakat hukum adat dalam
memperjuangkan hak-hak mereka atas
tanah kepada korporasi.
Patut pula disampaikan di sini tentang
hal yang kami temukan di dua lokasi
penelitian yaitu kebun plasma yang
diserahkan oleh korporasi berbeda dari
konsep kebun plasma yang diintroduksi
oleh pemerintah Indonesia. Ini memper-
lihatkan bahwa pemenuhan hak-hak
masyarakat hukum adat atas tanah oleh
korporasi kurang prioritas. Kebun plasma
menurut kebijakan pemeritah adalah suatu
perkebunan yang dibangun oleh
perusahaan inti dengan menggunakan dana
dari perbankan dan diserahkan hak
miliknya kepada individual  penerima
kebun plasma dengan luas kebun dua
hektar. Untuk mengelola kebun plasma
dibentuk koperasi petani plasma yang
dalam melaksanaan pengelolaan kebun
disupervisi oleh perusahaan inti. Koperasi
petani plasma menjual buah kelapa sawit
kepada perusahaan inti.18 Praktik
perkebunan inti-plasma yang mendekati
tipe ideal tersebut di Sumatera Barat dan
Riau hanyalah perkebunan Ophier di
Pasaman Barat dan beberapa PIRTRANS di
Riau. Kebun plasma terkait dengan lebih dari
dua puluh perusahaan perkebunan kelapa
sawit skala besar di dua lokasi yang telah
disebutkan di atas tidak diserahkan hak
miliknya kepada individual tetapi kepada
kelompok-kelompok dalam masyarakat
hukum adat tempatan. Kami menghitung
luasan kebun plasma rata-rata setiap
anggota kelompok di Nagari Kapa (di
Kabupaten Pasaman Barat) dan Nagari
Pangean, ditemukan rata-rata luas kebun
setiap anggota 0,25 ha di Nagari Kapa dan
1 ha di Nagari Pangean. Ini terjadi karena
luas kebun plasma tidak mencukupi jumlah
penerima. Pertanyaan kemudan adalah
apakah yang menyebabkan luas lahan
kebun plasma tidak mencukupi. Rupanya,
penyebabnya terkait dengan korporasi
mengutamakan pembangunan kebun
miliknya dan menempatkan pembangunan
kebun plasma tidak prioritas, ini
menyebabkan luasan lahan yang tersedia
untuk kebun plasma tidak menjadi
perhatian.
Selain dari itu, di dua lokasi yang diteliti
itu, korporasi menganggap kewajiban
mereka atas kebun plasma sudah selesai
dengan hanya membangun kebun plasma
bagi warga tempatan dan membiarkan
warga masyarakat dililit masalah koperasi
yang dibentuk. Ditemukan ada masalah
antara koperasi dengan anggotanya.
Misalnya, di Nagari Pangean, anggota
menuduh pengurus menggelapkan dana
dan tidak transparan mengenai keuangan
sehingga sebagian dari mereka
menginginkan kebun dijual dan uangnya
dibagikan kepada anggota. PT CRS tidak
terlihat membantu koperasi untuk
memecahkan masalah itu. Persoalan yang
lain adalah warga dan pimpinan
masyarakat hukum adat di Pasaman Barat
menyatakan urusan mereka dengan
korporasi belum selesai karena ada
pandangan bahwa luasan perkebunan
kelapa sawit korporasi melebihi luas yang
disepakati dan ada lahan yang seharusnya
diuntukkan bagi kebun plasma digarap oleh
perusahaan untuk kebun intinya. Hal ini
tidak diselesaikan oleh korporasi.
Kesimpulan
Konsep Tanggung Jawab Sosial
Korporasi telah diperluas maknanya
mencakup penghargaan terhadap hak-hak
asasi manausia oleh korporasi. Dari berbagai
1 8 Untuk mengetahui konsep kebun plasma
pemerintah ini baca Afrizal  (2007) dan Gunawan
dkk. (1995).
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kasus-kasus konflik antara korporasi dengan
masyarakat hukum adat yang ditelaah,
konsep Tanggung Jawab Sosial Korporasi
tersebut  tidak dimaknai oleh korporasi yang
terlibat mencakup rekognisi dan respek
terhadap hak-hak masyarakat hukum adat
atas sumber-sumber agraria. Walaupun
rekognisi hak-hak masyarakat hukum adat
atas sumber-sumber agraria oleh korporasi
telah terlihat dipraktikkan oleh korporasi
perkebunan dan pertambangan di Indonesia,
realisasi rekognisi dan respek terhadap hak-
hak masyarakat hukum adat atas sumber-
sumber agraria pada dasarnya akibat dari
tekanan-tekanan masyarakat hukum adat
ketimbang inisiatif dari perusahaan.
Dengan itu, artikel ini mendukung tesis
bahwa realisasi Tanggung Jawab Sosial
Korporasi memerlukan tekanan dari
pemangku kepentingan terhadap korporasi.
Ini terkait dengan sistem ekonomi kapitalis
yang dianut di Indonesia yang menyebabkan
maksimalisasi laba adalah tujuan pebisnis.
Smith (2002) menemukan pentingnya
tekanan terhadap korporasi untuk
menerapkan Tanggung Jawab Sosial
Korporasi dari media, konsumen, tenaga kerja
dan NGO. Peraturan perundang-undangan
yang mengharuskan korporasi memperluas
makna Tanggung Jawab Korporasi mencakup
pengakuan dan penghargaan terhadap hak-
hak masyarakat hukum adat atas sumber-
sumber agrarian sangat diperlukan, tetapi
keaktivan elemen masyarakat hukum adat
mempengaruhi dan menekan korporasi untuk
menghargai hak-hak mereka atas sumber-
sumber agraria sangat penting terhadap
realisasi Tanggung Jawab Sosial Korporasi.
Terkait dengan Tanggung Jawab Sosial
Korporasi dan hak-hak masyarakat hukum
adat, kedepan salah satu hal yang penting
adalah kajian tentang model-model produksi
komoditas perkebunan dan pertambangan
yang kondusif bagi penghargaan hak-hak
masyarakat hukum adat atas sumber-sumber
agraria.
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